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LURAH SODO KAPANEWON PALIYAN  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

 

PERATURAN KALURAHAN SODO 

NOMOR 3 TAHUN 2026 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN) 

TAHUN 2027 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
LURAH SODO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berdasarkan ketentuan 

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanatkan bahwa 

Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan 

kalurahan sesuai kewenangannya mengacu pada perencanaan 

pembangunan kabupaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sodo tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5339); 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 

telah beberapa diubah terakhir diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 89); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7); 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6); 

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2026 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 Nomor 15); 

18. Peraturan Desa Sodo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan 

Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (Lembaran Desa Sodo Tahun 2019 Nomor 5); 

19. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Pungutan Kalurahan Sodo (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 

2025 Nomor 3); 

20. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2026 tentang 

Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Kalurahan Sodo 

Tahun 2026 Nomor 2); 

21. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2026 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan Tahun 2027; 

 
 

Dengan Kesepakatan Bersama 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SODO 

dan 

LURAH SODO 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SODO TENTANG RENCANA KERJA  

   PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) TAHUN 2027. 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan kalurahan ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut 

RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 

8 (delapan) tahun. 

2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan 

adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

3. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. 

4. Kalurahan adalah Kalurahan Sodo yang merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-

batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung 

dibawah Kapanewon. 

5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Sodo yaitu Lurah 

dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Kalurahan. 

7. Lurah adalah Lurah Sodo yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang 

mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan 

Pemerintahan Kalurahan. 

8. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Sodo yang merupakan unsur staf 

yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang 

terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana 

Kewilayahan. 

9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB 

Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan. 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 



13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Kalurahan. 

14. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan. 

15. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah 

Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. 

 

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang selanjutnya 

disebut Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, 

Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kalurahan, Swadaya Masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

17. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan 

unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan 

Kalurahan. 

 
Pasal   2 

 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027 merupakan Rencana Kerja 

Pemerintah Kalurahan Sodo pada Tahun Anggaran 2027 yang meliputi Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang 

Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang 

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak. 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan pedoman/acuan operasional 

bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

(3) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2027 sampai 

dengan Desember 2027. 

 
 

BAB II 

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN 

 
Pasal   3 

 

(1) RKP Kalurahan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun 

dengan sistematika: 

Bab I  Pendahuluan  

Bab II  Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan 

Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan 



Bab IV Prioritas Program Pembangunan Kalurahan Tahun 2027   

Bab V Penutup 

Lampiran-lampiran 

(2) RKP Kalurahan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Kalurahan ini. 

 

Pasal   4 
 

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 

2027. 

Pasal   5 
 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya akan 

diatur dengan Peraturan Lurah Sodo. 

 

Pasal   6 
 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan 

ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada 

masyarakat. 

 
 

Ditetapkan di Sodo 
Pada tanggal 29 September 2026 
 
             LURAH SODO, 
 

                     ttd 

 
             S U N A R Y A 
 

 
 Diundangkan di Sodo 
Pada tanggal 29 September 2026 

 

CARIK SODO, 
 

ttd 
 

DADANG NUGROHO 
 

LEMBARAN KALURAHAN SODO TAHUN 2026 NOMOR 3 
 

 

 
 



 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2027 

merupakan dokumen perencanaan tahunan Kalurahan yang disusun sebagai 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM 

Kalurahan) dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan (APB Kalurahan). Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2027 

memiliki posisi strategis dalam memastikan arah pembangunan Kalurahan agar 

berjalan secara terencana, partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah. 

Perubahan kebijakan nasional terkait Kalurahan melalui Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi terhadap tata kelola 

pemerintahan Kalurahan, sistem perencanaan pembangunan Kalurahan, 

penguatan kelembagaan Kalurahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik 

di Kalurahan. Undang-Undang tersebut menegaskan kembali kedudukan 

Kalurahan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 adalah penyesuaian masa jabatan Lurah menjadi 8 (delapan) tahun dan 

penegasan bahwa RPJM Kalurahan disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) 

tahun. Perubahan ini memberikan implikasi terhadap penyelarasan dokumen 

perencanaan Kalurahan agar lebih berkesinambungan, terukur, dan mampu 

menjawab kebutuhan Pembangunan jangka menengah Kalurahan secara lebih 

efektif. Selain itu, penguatan system informasi Kalurahan, pengembangan 

partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan Kalurahan, serta 

penguatan peran Kalurahan dalam pembangunan nasional menjadi bagian 

penting dalam implementasi kebijakan tersebut. 

Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024, Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa yang menjadi salah satu landasan operasional dalam penguatan tata kelola 

pemerintahan Kalurahan, penyelarasan perencanaan pembangunan Kalurahan, 

penguatan akuntabilitas penggunaan keuangan Kalurahan, serta peningkatan 

kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kehadiran 

regulasi ini menuntut pemerintah Kalurahan untuk menyusun RKP Kalurahan 

secara lebih adaptif, terukur, berbasis data, serta selaras dengan prioritas 

pembangunan nasional dan daerah. 



 
 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat (RKP-

Kalurahan) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang 

merupakan penjabaran dari RPJM-Kalurahan yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 

dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan 

pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 

RPJM-Kalurahan. 

Penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan harus mengacu pada 

daftar kewenangan yang dimiliki oleh kalurahan, sehingga masing-masing 

kalurahan tidak merencanakan program kegiatan yang bukan menjadi 

kewenangannya. Untuk itu maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan 

harus berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul. 

 
 
B. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan RKP Kalurahan Sodo Kapanewon 

Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2027 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



 
 

5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 309); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

89); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1633); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2016 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2018 Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2019 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 

Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 

Nomor 6); 

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2026 Nomor 15); 



 
 

18. Peraturan Desa Sodo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran 

Desa Sodo Tahun 2019 Nomor 5); 

19. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan 

Sodo (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2025 Nomor 3); 

20. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Peraturan Kalurahan 

tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 

(Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2026 Nomor 2); 

21. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2026 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027; 

 
C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penyusunan rancangan RKP Kalurahan bertujuan untuk 

menjabarkan RPJM Kalurahan ke dalam perencanaan program kegiatan 

tahunan kalurahan. 

 2. Tujuan Khusus 

a. Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang 

dikelola oleh Kalurahan; 

b. Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang 

dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga; 

c. Menyusun rencana kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh Kalurahan 

sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; 

d. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan; 

e. Meningkatkan kualitas pelayanan; dan 

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
D. Visi dan Misi Kalurahan 

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari 

masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga 

Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang mampu 

mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan 

turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama 

sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan 

kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan selama 8 (delapan) tahun, maka 



 
 

seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh 

Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan 

tercapainya Visi Misi Kalurahan yang telah diintegrasikan dengan kebutuhan 

bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara 

partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan/RW sampai tingkat Kalurahan. Untuk 

itulah dirumuskan Visi dan Misi Kalurahan.  

 
1. Visi  

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari 

nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan 

kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat 

dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian 

tujuan organisasi. Adapun Visi Kalurahan Sodo adalah:  

 
” Melayani Sepenuh Hati Menuju Kalurahan Sodo Yang Sejahtera dan 

Berbudaya “ 

 
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang 

luhur untuk perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Sodo baik 

secara individu maupun kelembagaan sehingga 8 (delapan) tahun ke depan 

Kalurahan Sodo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan 

dilandasi semangat kebersamaan dengan tetap mengedepankan dan 

mengangkat serta mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di Kalurahan 

Sodo. 

 
2. Misi  

Misi Kalurahan Sodo adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kalurahan yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN); 

b. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kalurahan Sodo; 

c. Memberdayakan semua potensi yang ada meliputi pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Pertanian atau 

Perkebunan, Ekonomi Kreatif dan Jasa; 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik, ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, olah raga, seni dan budaya di Kalurahan; dan 

e. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati 

dalam kehidupan masyarakat di Kalurahan Sodo. 

 



 
 

Sasaran Pembangunan Kalurahan Sodo Tahun 2027 sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 

2. Peningkat kualitas kesehatan bagi warga Masyarakat; 

3. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efiseien, dan akuntabel; 

4. Terwujudnya kondisi wilayah kalurahan yang aman, tertib, dan tenteram; 

5. Terwujudnya Kondisi Infrastruktur Wilayah yang memadai dan berkelanjutan; 

6. Perkembangan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi 

yang tersedia dan usaha ekonomi produktif; dan 

7. Pelestarian nilai-nilai adat tradisi lokal serta pengembangan potensi kelompok 

seni dan budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN 

 
 
A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah 

Kalurahan Sodo merupakan bagian integral dari wilayah Kapanewon 

Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kalurahan Sodo memiliki wilayah seluas 180 ha, 125 ha tanah pekarangan dan 

55 ha tanah pertanian. Jarak dengan ibu kota kecamatan ± 7 km sedangkan 

jarak dengan ibu kota kabupaten ± 7 km dengan batas-bats wilayah sebagai 

berikut: 

 Sebelah Utara : Kalurahan Wunung 

 Sebelah Selatan : Kalurahan Giring 

 Sebelah Timur : Kalurahan Wunung 

 Sebelah Barat : Kalurahan Mulusan 

 
Kalurahan Sodo terbagi atas 5 (lima) Padukuhan yaitu di sebelah timur 

Padukuhan Jamburejo dan Tambakrejo, di sebelah barat Padukuhan Sidorejo, 

Pelemgede dan Selorejo. Kalurahan Sodo memiliki ketinggian tanah rata-rata 200 

M di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata.1.700 mm/tahun dan 

jumlah hari hujan rata-rata 85 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan 

Desember sampai dengan bulan Februari tiap tahunnya. Suhu udara berkisar 

antara 270 C sampai dengan 340 C. Dengan demikian Kalurahan Sodo 

disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor industri, 

kerajinan, peternakan dan lain sebagainya. 

 
Kalurahan Sodo memiliki penduduk sebanyak 4.948 jiwa yang terdiri dari 

penduduk laki-laki 2.431 jiwa dan penduduk perempuan 2.517 jiwa yang terbagi 

dalam 1.633 Kepala Keluarga. Penduduk Kalurahan Sodo tersebar di wilayah 

Kalurahan Sodo yang terbagi dalam 5 (lima) Padukuhan, 5 (lima) Rukun Warga, 

dan 32 (tiga puluh dua) Rukun Tetangga. Nama-nama Padukuhan di Kalurahan 

Sodo yaitu: 

a. Padukuhan Selorejo; 

b. Padukuhan Sidorejo; 

c. Padukuhan Pelemgede; 

d. Padukuhan Jamburejo; dan 

e. Padukuhan Tambakrejo.  

 

 

 



 
 

Berdasarkan karakteristik sumber daya alamnya (SDA), wilayah Kalurahan 

Sodo dapat dikatagorikan dalam empat kelompok, yaitu: 

1. Kawasan industri rumah tangga, yang meliputi semua padukuhan di wilayah 

Kalurahan Sodo yaitu Padukuhan Jamburejo, Tambakrejo, Sidorejo, Selorejo 

dan Pelemgede. Secara keseluruhan kawasan Kalurahan Sodo adalah 

Kalurahan kerajinan dan industri kecil yang terdiri dari kerajinan bambu, 

parut, perak, tembaga, ban bekas dan industri kecil berupa industri tahu, 

rambak, dan krupuk. Hal ini potensi untuk berkembangnya ekonomi 

kerakyatan. 

2. Kawasan budidaya pertanian dan perikanan, yang meliputi Padukuhan 

Pelemgede dan Jamburejo. Kawasan pertanian di Padukuhan Pelemgede dapat 

dikembangkan dengan sumur ladang, sedang kawasan Padukuhan Jamburejo 

dan Tambakrejo dilalui aliran sumgai dapat dikembangkan perikanan 

keramba, serta di Padukuhan Sidorejo dan Jamburejo terdapat kelompok-

kelompok budidaya lele. 

3. Kawasan pusat perekonomian yaitu terdapat di Padukuhan Jamburejo dan 

Sidorejo. Kawasan ini merupakan pusat perekonomian dimana terdapat kios-

kios, pertokoan, dan pasar yang cukup aktif dengan aktivitas ekonomi dan 

bisnis. 

4. Kawasan wisata religi/budaya yaitu terdapat di Padukuhan Sidorejo. Karena 

kawasan ini terdapat Makam Ki Ageng Giring yang dapat dikembangkan 

sebagai wisata religi/budaya. 

 

Adapun gambaran jumlah penduduk Kalurahan Sodo sebagai berikut: 

 
a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LAKI-LAKI 
(Jiwa)

PEREMPUAN 
(Jiwa)

1 SELOREJO 609 625 1234

2 SIDOREJO 305 323 628

3 PELEMGEDE 391 387 778

4 JAMBUREJO 635 636 1271

5 TAMBAKREJO 491 546 1037

TOTAL 2431 2517 4948

NO PADUKUHAN
TOTAL              
(Jiwa)

JUMLAH



 
 

b. Jumlah Kepala Keluarga 

 

 

 

c. Jumlah Penduduk Menurut Rumah Tangga 

 

 

 

d. Jumlah Penduduk Menurut Umur 

 

 

 

NO PADUKUHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 SELOREJO 342 51 393

2 SIDOREJO 167 37 204

3 PELEMGEDE 212 33 245

4 JAMBUREJO 367 61 428

5 TAMBAKREJO 312 51 363

TOTAL 1400 233 1633

NO PADUKUHAN JUMLAH

1 SELOREJO 361

2 SIDOREJO 184

3 PELEMGEDE 254

4 JAMBUREJO 398

5 TAMBAKREJO 333

TOTAL 1530

NO KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 0 - 1 5 7 12

2 2 - 4 6 8 14

3 5 - 9 66 67 133

4 10 - 14 146 147 293

5 15 - 19 181 169 350

6 20 - 24 158 154 312

7 25 - 29 167 190 357

8 30 - 34 202 196 398

9 35 - 39 202 159 361

10 40 - 44 190 199 389

11 45 - 49 192 177 369

12 50 - 54 186 164 350

13 55 - 59 148 160 308

14 60 - 64 124 137 261

15 65 - 69 114 140 254

16 70 - 74 94 135 229

17 75 - 999 250 308 558

TOTAL 2431 2517 4948



 
 

e. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

 

 

 

f. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 

 

 

 
 
 
 

NO KELOMPOK PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 616 814 1430

2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 183 180 363

3 TAMAT SD / SEDERAJAT 815 825 1640

4 SLTP/SEDERAJAT 523 454 977

5 SLTA / SEDERAJAT 256 208 464

6 DIPLOMA I / II 3 3 6

7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 7 6 13

8 DIPLOMA IV/ STRATA I 25 26 51

9 STRATA II 3 1 4

10 STRATA III 0 0 0

TOTAL 2431 2517 4948

NO KELOMPOK PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 BELUM/TIDAK BEKERJA 462 463 925

2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 121 121

3 PELAJAR/MAHASISWA 276 292 568

4 PENSIUNAN 10 1 11

5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 12 27

6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0 4

7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 2

8 PERDAGANGAN 6 6 12

9 PETANI/PERKEBUNAN 547 814 1361

10 KARYAWAN SWASTA 55 48 103

11 KARYAWAN BUMN 0 1 1

12 KARYAWAN HONORER 4 3 7

13 BURUH HARIAN LEPAS 120 83 203

14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 1 1

15 GURU 0 1 1

16 BIDAN 0 1 1

17 PEDAGANG 1 2 3

18 PERANGKAT DESA 12 5 17

19 KEPALA DESA 1 0 1

20 WIRASWASTA 917 661 1578

21 LAINNYA 0 1 1

TOTAL 2431 2517 4948



 
 

Kalurahan Sodo masih melestarikan berbagai kegiatan budaya yang tumbuh dan 

berkembang diantaranya: Apem Conthong, Babat Dalan, Bersih 

Kalurahan/Rasulan, kenduren kirim duwo/do’a bersama masa tanam dan paska 

panen, gumrekan, dan sebagainya. Kelompok kesenian yang berkembang dan 

tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya di Kalurahan Sodo adalah sebagai 

berikut: 

 

No Jenis kelompok 
Jumlah 

Kelompok 
Keterangan 

1 Seni Jathilan 1  

2 Seni Campur Sari 1  

3 Sholawatan 2  

4 Seni Reog 1  

5 Seni Kethoprak 1  

6 Seni Karawitan 1  

7 Seni Angklung 1  

 

Pemanfaatan tanah atau lahan di Kalurahan Sodo : 
 

No Jenis Lahan Luas (Ha) Keterangan 

1 Tegal 40,00  

2 Pekarangan 63,00  

3 Jalan 15,50  

4 Pekuburan 0,90  

5 Hutan 40,00  

6 Lain-lain 20,60  
 

Sarana prasarana pendidikan di Kalurahan Sodo : 
 

No Nama sekolah Jumlah Keterangan 

1 SMP/MTs 1  

2 SD/MI 3  

3 TK 5  

4 PAUD 1  

         JUMLAH 10  

 

 

 

 

 



 
 

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan 

Secara umum anggaran Kalurahan Sodo diprioritaskan untuk mendukung 

keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran 

Kalurahan Sodo digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan 

dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Kebijakan umum anggaran Kalurahan Sodo berpedoman pada 

prinsip-prinsip penganggaran, yaitu: 

a. Partisipasi masyarakat 

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses 

penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan 

partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan 

kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran. 

b. Transparansi anggaran 

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka 

dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber 

pendanaan, jenis obyek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh 

dari suatu kegiatan yang dianggarkan. 

c. Disiplin anggaran, dalam hal ini: 

1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan 

2) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran 

d. Keadilan anggaran 

Pungutan Kalurahan yang dibebankan kepada masyarakat haruslah 

mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. 

e. Efisiensi dan efektifitas anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat 

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat 

sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat. 

 
 

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan 

Pendapatan Kalurahan sebagaimana meliputi semua penerimaan uang 

melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Pendapatan 

Kalurahan terdiri atas: Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), Dana Transfer, dan 

Pendapatan lain-lain. Pengelolaan pendapatan Kalurahan Sodo diarahkan 

pada upaya optimalisasi penerimaan Kalurahan dalam rangka mencukupi 

pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinanan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 

Kalurahan. 



 
 

Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan Kalurahan strategi yang 

dilakukan, yaitu: 

a. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan Kalurahan. 

b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan Kalurahan yang sah dan tidak 

mengikat. 

c. Optimalisasi pendapatan Kalurahan melalui pemanfaatan dan pengembangan 

potensi Kalurahan. 

 
Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Kalurahan Sodo yang masih dapat 

dikembangkan meliputi: 

a. Pengelolaan tanah kas Kalurahan; 

b. Pengelolaan pasar Kalurahan; 

c. Pengelolaan bangunan milik Kalurahan; 

d. Hasil pungutan Kalurahan;  

e. Hasil usaha Kalurahan lainnya; dan 

f. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat. 

 
Target penerimaan pendapatan kalurahan tahun 2025, 2026, dan proyeksi pada 

tahun perencanaan seperti pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.1 

 

 
 

 

 

Realisasi                          
2025 (n+1)

Berjalan                 
(n/2026)

Proyeksi              
(n-1/2027)

1. Pendapatan 2.204.700.826   1.402.133.900   1.447.133.900   
1,1 Pendapatan Asli Desa 77.449.350         87.110.000         77.110.000         
1.1.1 Hasil Usaha Desa 14.688.350         42.710.000         32.710.000         
1.1.2 Hasil Pengelolaan Aset Desa 14.400.000         14.400.000         14.400.000         
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 48.361.000         30.000.000         30.000.000         
1,2 Dana Transfer 2.099.052.200   1.294.573.900   1.349.573.900   
1.2.1 Dana Desa (APBN) 1.028.684.000   361.795.000       361.795.000       
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 125.506.900       113.258.200       113.258.200       
1.2.3 Alokasi Dana Desa 694.861.300       699.520.700       699.520.700       
1.2.4 Bantuan Keuangan 250.000.000       120.000.000       175.000.000       
1.2.4.1 Bantuan Keuangan APBD Propinsi 100.000.000       120.000.000       120.000.000       
1.2.4.2 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 150.000.000       -                         55.000.000         
1,3 Pendapatan Lain-lain 28.199.276         20.450.000         20.450.000         
1.3.5 Bunga Bank 2.359.135            2.000.000            2.000.000            
1.3.6 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 25.840.141         18.450.000         18.450.000         

Tahun
Uraian Ket

PENDAPATAN KALURAHAN SODO DAN PROYEKSI TAHUN 2027

Kode 
Rekening



 
 

2. Kebijakan Belanja Kalurahan 

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari 

rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. 

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenangan Kalurahan. 

Untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan Kalurahan, maka 

belanja Kalurahan didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah 

direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal. Pengalokasi belanja 

pembangunan Kalurahan atau belanja langsung dilaksanakan dengan mendasar 

pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal), 

sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk menunjang kegiatan, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dapat berjalan lancar. 

 
Arah kebijakan belanja kalurahan tahun 2027 pada RKPKal menyesuaikan 

dengan pelaksanaan proyeksi belanja tahun sebelumnya sebagai berikut seperti 

pada tabel di bawah ini: 

       Tabel 2.2 
 

 
 

Realisasi                          
2025 (n+1)

Berjalan                 
(n/2026)

Proyeksi              
(n-1/2027)

2. Belanja 1.994.624.978   1.441.422.021   2.199.001.661   
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 978.374.978       1.010.026.661   1.097.201.661   
2.1.1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, 

Tunjangan dan Operasional 
869.125.627       882.976.661       882.976.661       

2.1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kepala Desa

49.903.800         52.750.000         52.750.000         

2.1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Perangkat Desa

557.576.386       584.369.100       584.369.100       

2.1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa

40.396.603         42.030.828         42.030.828         

2.1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah 
Desa 

53.866.518         55.141.413         55.141.413         

2.1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 61.047.780         61.047.780         61.047.780         
2.1.1.6 Penyediaan Operasional BPD 7.277.000            7.330.000            7.330.000            
2.1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 46.857.540         46.857.540         46.857.540         

2.1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah 
Desa yang bersumber dari Dana Desa

29.850.000         10.850.000         10.850.000         

2.1.1.99 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan 
Operasional Pemerintah Desa

22.350.000         22.600.000         22.600.000         

BELANJA KALURAHAN

Kode 
Rekening

Uraian
Tahun

Ket

REALISASI 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026 dan 2027



 
 

 
 

Realisasi                          
2025 (n+1)

Berjalan                 
(n/2026)

Proyeksi              
(n-1/2027)

2.1.2 Penyediaan Sarana Prasarana 
Pemerintah Desa

56.756.050         53.171.000         63.200.000         

2.1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 
Perkantoran/Pemerintahan

-                         -                         15.000.000         

2.1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor 5.075.050            6.158.800            6.000.000            
2.1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana 

Kantor Kalurahan
48.819.500         25.662.200         25.000.000         

2.1.2.90 Pengadaan Peralatan Kerja -                         11.500.000         10.000.000         
2.1.2.92 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service 

Mebel
-                         3.000.000            -                         

2.1.2.94 Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan 
dinas/operasional

1.511.500            2.500.000            3.000.000            

2.1.2.95 Penyediaan jasa perbaikan/servis 
peralatan kerja

1.350.000            4.350.000            4.200.000            

2.1.3 Pengelolaan Administrasi 
Kependudukan, Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan

17.199.000         6.325.000            13.600.000         

2.1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan 
Kependudukan

11.299.000         1.625.000            5.000.000            

2.1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran 
Profil Desa 

2.500.000            2.000.000            3.000.000            

2.1.3.3 Lain-lain Sub Bidang Administrasi 
Kependudukan, Capil, Statistik dan 
Kearsipan

1.200.000            -                         -                         

2.1.3.90 Penyusunan Monografi Kalurahan -                         -                         2.000.000            
2.1.3.91 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga 

Miskin
2.200.000            2.700.000            3.600.000            

2.1.4 Penyelenggaraan Tata Praja 
Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan

34.740.000         66.854.000         136.425.000       

2.1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah 
Perencanaan Kalurahan

-                         -                         5.400.000            

2.1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

2.535.000            4.450.000            3.550.000            

2.1.4.5 Pengelolaan Administrasi/ 
Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

-                         21.265.000         7.500.000            

2.1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 3.000.000            8.000.000            8.000.000            
2.1.4.9 Pemilihan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Bamuskal)
-                         -                         5.500.000            

2.1.4.10 Pemilihan Lurah -                         -                         55.000.000         
2.1.4.91 Pengisian Perangkat Desa 24.115.000         26.189.000         28.000.000         
2.1.4.92 Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur 

Pemerintahan Desa
5.090.000            5.000.000            15.000.000         

2.1.4.94 Penyusunan perencanaan pemanfaatan 
tata ruang kalurahan

-                         -                         3.250.000            

2.1.4.95 Pengadaan pakaian dinas/seragam -                         -                         5.225.000            
2.1.4.99 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja 

Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
-                         1.950.000            -                         

2.1.5 Sub Bidang Pertanahan 554.301               700.000               1.000.000            
2.1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan 554.301               700.000               1.000.000            

Kode 
Rekening

Uraian
Tahun

Ket



 
 

 
 

Realisasi                          
2025 (n+1)

Berjalan                 
(n/2026)

Proyeksi              
(n-1/2027)

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 936.175.000       388.425.300       852.900.000       
2.2.1 Sub Bidang Pendidikan 2.700.000            2.000.000            8.000.000            
2.2.1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ 

Madrasah Non Formal Milik Desa
2.700.000            2.000.000            3.000.000            

2.2.1.91 Pemeliharaan Gedung PAUD -                         -                         5.000.000            
2.2.2 Sub Bidang Kesehatan 154.445.000       92.304.000         127.900.000       
2.2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan 

Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, dll)
57.600.000         2.270.000            18.000.000         

2.2.2.3 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan -                         -                         6.300.000            
2.2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 17.700.000         12.139.000         8.000.000            
2.2.2.9 Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu -                         -                         12.500.000         
2.2.2.90 Penyelenggaraan Pos Pembinaan 

Terpadu (Posbindu)
-                         -                         4.500.000            

2.2.2.91 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (Germas)

3.545.000            2.295.000            3.000.000            

2.2.2.98 Insentif kader kesehatan/KB 75.600.000         75.600.000         75.600.000         
2.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang
706.390.000       205.979.300       672.000.000       

2.2.3.3 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani -                         31.436.100         32.000.000         
2.2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/ 

Peningkatan Jalan Desa 
413.010.000       -                         120.000.000       

2.2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan 
Lingkungan Permukiman/Gang 

211.975.000       43.950.000         300.000.000       

2.2.3.13 Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan -                         162.029.300       180.000.000       
2.2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana 

Jalan Desa
81.405.000         -                         40.000.000         

2.2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 72.640.000         88.142.000         45.000.000         
2.2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 

Fasilitas Pengelolaan Sampah
                            -   30.942.000         -                         

2.2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan Sistem Pembuangan Air 

                            -   18.950.000         -                         

2.2.4.91 Pemberian Stimulan Jamban Sehat 72.640.000         38.250.000         45.000.000         

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 16.530.000         23.905.000         60.800.000         
2.3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat
-                         2.955.000            6.000.000            

2.3.1.3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, 
Ketertiban, dan Perlindungan 
Masyarakat

-                         -                         3.000.000            

2.3.1.4 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap 
Bencana Skala Lokal Desa

-                         2.955.000            -                         

2.3.1.90 Pembinaan Kelembagaan Kalurahan 
Tangguh Bencana

-                         -                         3.000.000            

2.3.2 Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan 4.850.000            5.500.000            25.500.000         
2.3.2.1 Pembinaan Group Kesenian dan 

Kebudayaan Tingkat Desa
4.850.000            5.500.000            5.500.000            

2.3.2.92 Pelaksanaan upacara adat/tradisi 
daerah tingkat kalurahan

-                         -                         20.000.000         

Kode 
Rekening

Uraian
Tahun

Ket



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisasi                          
2025 (n+1)

Berjalan                 
(n/2026)

Proyeksi              
(n-1/2027)

2.3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga -                         2.000.000            3.600.000            
2.3.3.93 Operasional Karang Taruna -                         2.000.000            3.600.000            
2.3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 11.680.000         13.450.000         25.700.000         
2.3.4.90 Pelatihan/Pembinaan Lembaga 

Kemasyarakatan Kalurahan
-                         -                         4.800.000            

2.3.4.92 Optimalisasi peran Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Desa

8.900.000            7.600.000            8.900.000            

2.3.4.95 Operasional LPMD dan/atau LPMD 300.000               2.550.000            3.600.000            
2.3.4.96 Operasional PKK 2.480.000            3.300.000            4.200.000            
2.3.4.97 Operasional Posyandu -                         -                         4.200.000            
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 9.545.000            6.310.000            166.100.000       
2.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan -                         -                         150.000.000       
2.4.2.99 Pembangunan/Penyediaan Jaringan 

Perpipaan Untuk Irigasi Pertanian
                            -   -                         150.000.000       

2.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Desa

7.650.000            4.220.000            5.800.000            

2.4.3.99 Peningkatan kapasitas Pamong 
Kalurahan, Bamuskal, dan LKD

7.650.000            4.220.000            5.800.000            

2.4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga

-                         -                         4.000.000            

2.4.4.1 Pelatihan dan Penyuluhan 
Pemberdayaan Perempuan

-                         -                         4.000.000            

2.4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil 
dan Menengah (UMKM)

             1.895.000              2.090.000              2.800.000 

2.4.5.99 Peningkatan kapasitas pengelola 
Lembaga Ekonomi Kalurahan 

             1.895.000 2.090.000            2.800.000            

2.4.7 Sub Bidang Perdagangan dan 
Perindustrian

                            -                               -                3.500.000 

2.4.7.2 Pembangunan/Rehabilitasi Pasar/Kios 
milik Kalurahan

                            -   -                         3.500.000            

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat, dan Mendesak

          54.000.000           12.755.060           22.000.000 

2.5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana                             -                3.755.060           10.000.000 
2.5.1.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana                             -   3.755.060            10.000.000         
2.5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak           54.000.000              9.000.000           12.000.000 
2.5.3 BLD Dana Desa 54.000.000         9.000.000            12.000.000         

Kode 
Rekening

Uraian
Tahun

Ket



 
 

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan 

Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan 

pembiayaan kalurahan dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan 

pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan 

tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n+1, n dan 

n-1 (SilPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang 

dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana 

cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan) seperti pada tabel di bawah: 

 
Tabel 2.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi                          
2025 (n+1)

Berjalan                 
(n/2026)

Proyeksi              
(n-1/2027)

3. Pembiayaan (139.151.627) 70.924.221     39.191.743     
3,1 Penerimaan Pembiayaan 66.703.373     70.924.221     44.191.743     
3.1.1 SiLPA Tahun Sebelumnya 66.703.373     70.924.221     44.191.743     
3.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan 

Kalurahan Yang Dipisahkan
-                    -                    -                    

3.1.3 Pencairan Dana Cadangan -                    -                    -                    
3,2 Pengeluaran Pembiayaan 205.855.000   -                    5.000.000       
1.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -                    -                    -                    
1.2.2 Penyertaan Modal Kalurahan 205.855.000   -                    5.000.000       

PEMBIAYAAN KALURAHAN SODO DAN PROYEKSI TAHUN 2027

Kode 
Rekening

Uraian
Tahun

Ket

REALISASI TAHUN 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026 & 2027



 
 

BAB III 

EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN 

 

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun Lalu 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKP Kalurahan 

dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, 95,79% (sembilan puluh lima 

koma tujuh puluh sembilan prosen) kegiatan tercapai dengan baik. Adapun 

kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah: 

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa  

e. Penyediaan Tunjangan BPD 

f. Penyediaan Operasional BPD  

g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 

h. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 

i. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa 

j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 

k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 

l. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 

m. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja 

n. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 

o. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa  

p. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin 

q. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan 

Kearsipan 

r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 

s. Pengembangan Sistem Informasi Desa 

t. Pengisian Perangkat Desa 

u. Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa 

v. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)) 

 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKP Kalurahan 

dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan, 99,77% (sembilan puluh sembilan 

koma tujuh puluh tujuh prosen) kegiatan tercapai dengan baik. Adapun 

kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah: 



 
 

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non Formal Milik Desa 

b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, dll) 

c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 

d. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 

e. Insentif kader kesehatan/KB 

f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa  

g. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang  

h. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan 

i. Pemberian Stimulan Jamban Sehat 

 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKP Kalurahan 

dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 76,25% (tujuh puluh enam koma 

dua puluh lima prosen) kegiatan tercapai dengan baik. Adapun kegiatan yang 

telah dilaksanakan antara lain adalah: 

a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan 

b. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kalurahan (TKPK Kalurahan) 

c. Operasional LPMK 

d. Operasional PKK 

 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKP Kalurahan 

dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 100,00% (sembilan puluh delapan 

koma sembilan puluh prosen) kegiatan tercapai dengan baik. Adapun kegiatan 

yang telah dilaksanakan antara lain adalah: 

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 

b. Peningkatan Kapasitas BUMKalurahan 

 

5. Kendala Permasalahan dan Upaya Yang Ditempuh 

Kendala Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan RKP 

Kalurahan lebih pada permasalahan secara managerial, yaitu pelaksanaan 

Tupoksi masing-masing Pamong Kalurahan sesuai dengan Peraturan 

Kalurahan tentang SOTK Pemerintah Kalurahan. Selain itu juga terkait 

dengan pelaksana kegiatan anggaran yang belum maksimal dalam 

pemahaman terkait tahapan kegiatan, administrasi kegiatan serta 

penyusunan RKTL. Adapun upaya yang dapat ditempuh terkait kendala dan 

permasalahan tersebut antara lain adalah: 



 
 

a. Rapat koordinasi rutin dengan seluruh Pamong Kalurahan sehingga ada 

persamaan persepsi terkait informasi kebijakan pemerintah terkini, 

pembahasan kendala masalah di tingkat Kalurahan, evaluasi pelaksanaan 

kegiatan, dan penyusunan rencana kerja tindak lanjut. 

b. Mendorong masing-masing Pelaksana Kegiatan agar mampu menyusun 

rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas Kalurahan serta mampu 

melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APBKalurahan sehingga 

kegiatan tidak terlambat dan bisa terealisasi sesuai waktu yang telah 

direncanakan. 

c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala perlu selalu dilakukan 

sehingga progres kegiatan maupun keuangan dapat selalu terpantau serta 

kendala dan masalah yang muncul dapat segera dimusyawarahkan untuk 

alternatif solusinya. 

 

Capaian target RKP Kalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan serta 

evaluasi rencana kerja pembangunan kalurahan seperti pada tabel di bawah ini: 



 
  

1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Kepala Desa

Penghasilan Tetap Lurah Kalurahan 
Sodo

52.750.000         27.989.800         52.750.000           -                       21.799.800    6.190.000          

2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Perangkat Desa

Penghasilan Tetap Pamong 
Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

584.369.100       310.737.786       584.369.100         -                       253.537.086   57.200.700        

3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

Jaminan Sosial Lurah dan 
Pamong Kal.

Kalurahan 
Sodo

42.030.828         20.272.704         42.030.828           -                       20.272.704    -                        

4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Operasional kegiatan 
Pemerintah Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

55.141.413         20.444.476         55.141.413           -                       -                    20.444.476        

5 Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan kedudukan anggota 
Bamuskal

Kalurahan 
Sodo

61.047.780         32.848.890         61.047.780           -                       32.848.890    -                        

6 Penyediaan Operasional BPD Operasional kegiatan 
Bamuskal

Kalurahan 
Sodo

7.330.000           -                        7.330.000             

7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Insentif RT/RW Kalurahan 
Sodo

46.857.540         23.428.770         46.857.540           -                       -                    23.428.770        

8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang 
bersumber dari Dana Desa

Operasional Pemkal dari Dana 
Desa

Kalurahan 
Sodo

10.850.000         10.570.000         10.850.000           10.570.000       -                    -                        

9 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional 
Pemerintah Desa

Siltap THL Petugas Kebersihan Kalurahan 
Sodo

22.600.000         11.800.000         22.600.000           -                       10.800.000    1.000.000          

10 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Terpeliharanya Gd. Kantor 
Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

6.158.800           277.000             6.158.800             -                       -                    277.000             

11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Gedung/Prasarana Kantor Desa

Terlaksananya rehabilitasi 
gedung/prasarana kantor kal.

Kalurahan 
Sodo

25.662.200         -                        25.662.200           

12 Pengadaan Peralatan Kerja Tersedianya Peralatan Kerja 
yang memadai

Kalurahan 
Sodo

11.500.000         8.791.100           11.500.000           -                       -                    8.791.100          

13 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel Tersedianya Perlengkapan 
Mebel yang memadai

Kalurahan 
Sodo

3.000.000           -                        3.000.000             

14 Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan 
dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan 
Dinas

Kalurahan 
Sodo

2.500.000           189.100             2.500.000             -                       -                    189.100             

15 Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja Tersedianya Peralatan Kerja 
yang memadai

Kalurahan 
Sodo

4.350.000           225.000             4.350.000             -                       -                    225.000             

16 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Terselenggaranya pelayanan 
umum yang baik

Kalurahan 
Sodo

1.625.000           1.490.000           1.625.000             

APBKal (Rp)

Ket.

TABEL III.1

 Dana Desa  ADD 
 Lain-lain (PAD, 

PBH, PBK, DLL) 

Proyeksi Realisasi 
Capaian s/d Akhir 

Tahun 2026

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026

No Urusan / Kegiatan Keluaran Lokasi
Target Capaian 

Tahun 2026

Realisasi Capaian 
s/d Akhir Juni 

2026



 
  

17 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa Tersusunnya Profil Kalurahan 
yang baik

Kalurahan 
Sodo

2.000.000           1.000.000           2.000.000             -                       -                    1.000.000          

18 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin Tersusunnya data rumah 
tangga sasaran

Kalurahan 
Sodo

2.700.000           2.450.000           2.700.000             2.700.000         -                    -                        

19 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 
(RPJMDesa/RKPDesa dll)

Tersusunnya dok perubahan 
RPJM Kal dan RKP Kal

Kalurahan 
Sodo

4.450.000           -                        4.450.000             

20 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset 
Desa

Terpenuhinya papan nama 
penanda tanah kas kalurahan

Kalurahan 
Sodo

21.265.000         21.265.000         21.265.000           -                       -                    21.265.000        

21 Pengembangan Sistem Informasi Desa Pengelolaan Internet 
Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

8.000.000           -                        8.000.000             

22 Pengisian Perangkat Desa Terlaksananya pengisian 
pamong kalurahan 

Kalurahan 
Sodo

26.189.000         -                        26.189.000           

23 Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur 
Pemerintahan Desa

Terpenuhinya penghargaan 
purna tugas pamong kal

Kalurahan 
Sodo

5.000.000           -                        5.000.000             

24 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, 
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

Terselenggaranya Bimtek 
Pengelolaan Keuangan

Kalurahan 
Sodo

1.950.000           1.950.000           1.950.000             -                       -                    1.950.000          

25 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Administrasi PBB Tanah Kas 
Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

700.000             586.003             700.000                -                       -                    586.003             

26 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non 
Formal Milik Desa

Operasional KBM Paud Kalurahan 
Sodo

2.000.000           1.000.000           2.000.000             2.000.000         -                    -                        

27 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, 
Kelas Bumil, Lansia, dll)

Terpenuhinya PMT Balita dan 
Ibu Hamil

Kalurahan 
Sodo

2.270.000           2.270.000           2.270.000             2.270.000         -                    -                        

28 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Kegiatan Kalurahan Sehat 
berjalan dg baik

Kalurahan 
Sodo

12.139.000         2.000.000           12.139.000           2.000.000         -                    -                        

29 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(Germas)

Sosialisasi/Penyuluhan 
Kesehatan Masy.

Kalurahan 
Sodo

2.295.000           -                        2.295.000             

30 Insentif kader kesehatan/KB Insentif Kader KB dan Kader 
Kesehatan

Kalurahan 
Sodo

75.600.000         31.500.000         75.600.000           31.500.000       -                    -                        

31 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) Terpeliharanya Jalan Usaha 
Tani

Kalurahan 
Sodo

31.436.100         -                        31.436.100           

32 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan 
Permukiman/Gang 

Pembangunan CRB Jalan 
Permukiman

Kalurahan 
Sodo

43.950.000         43.950.000         43.950.000           43.950.000       -                    -                        

33 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Terbangunan Jembatan 
Limpas (Crossway)

Kalurahan 
Sodo

162.029.300       -                        162.029.300         

34 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas 
Pengelolaan Sampah

Pengadaan Tempat Sampah 
Terpilah

Kalurahan 
Sodo

30.942.000         -                        30.942.000           

APBKal (Rp)

Ket.
 Dana Desa  ADD 

 Lain-lain (PAD, 
PBH, PBK, DLL) 

Proyeksi Realisasi 
Capaian s/d Akhir 

Tahun 2026
No Urusan / Kegiatan Keluaran Lokasi

Target Capaian 
Tahun 2026

Realisasi Capaian 
s/d Akhir Juni 

2026



 
 

 

 
 

 
 
 

35 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem 
Pembuangan Air Limbah

Pembangunan IPAL Rumah 
Tangga

Kalurahan 
Sodo

18.950.000         -                        18.950.000           

36 Pemberian Stimulan Jamban Sehat Stimulan Pembungan Jamban 
Sehat

Kalurahan 
Sodo

38.250.000         -                        38.250.000           

37 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala 
Lokal Desa

Terbentuknya kelembagaan 
Kalurahan Tangguh Bencana 

Kalurahan 
Sodo

2.955.000           -                        2.955.000             

38 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat 
Desa

Pengembangan potensi 
kelompok seni budaya 

Kalurahan 
Sodo

5.500.000           1.500.000           5.500.000             1.500.000         -                    -                        

39 Operasional Karang Taruna Operasional kegiatan Karang 
Taruna

Kalurahan 
Sodo

2.200.000           -                        2.200.000             

40 Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

Operasional kegiatan TKPK 
Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

7.600.000           1.900.000           7.600.000             1.900.000         -                    -                        

41  Operasional LPMD dan/atau LPMD Operasional Kegiatan LPMK Kalurahan 
Sodo

2.550.000           -                        2.550.000             

42  Operasional PKK Operasional Kegiatan PKK Kalurahan 
Sodo

3.300.000           -                        3.300.000             

43 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Desa

terlaksananya keg peningkatan 
kapasitas pamong & bamuskal

Kalurahan 
Sodo

4.220.000           1.950.000           4.220.000             -                       -                    1.950.000          

44 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Peningkatan Kapasitas 
Pengelola BUMDes

Kalurahan 
Sodo

2.090.000           -                        2.090.000             

45 Kegiatan Penanggulangan Bencana Keg. penanggulangan bencana Kalurahan 
Sodo

3.755.060           -                        3.755.060             

46 Penanganan Keadaan Mendesak BLT Dana Desa Kalurahan 
Sodo

9.000.000           3.000.000           9.000.000             3.000.000         -                    -                        

T O T A L 1.473.058.121    585.385.629       1.473.058.121      101.390.000     339.258.480   144.497.149      

APBKal (Rp)

Ket.
 Dana Desa  ADD 

 Lain-lain (PAD, 
PBH, PBK, DLL) 

Proyeksi Realisasi 
Capaian s/d Akhir 

Tahun 2026
No Urusan / Kegiatan Keluaran Lokasi

Target Capaian 
Tahun 2026

Realisasi Capaian 
s/d Akhir Juni 

2026



 
  

1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Kepala Desa

Penghasilan Tetap Lurah Kalurahan 
Sodo

50.340.000         49.903.800         -                          43.603.800    6.300.000            

2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Perangkat Desa

Penghasilan Tetap 
Pamong Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

572.959.600       557.576.386       -                          495.405.186  62.171.200         

3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

Jaminan Sosial Lurah 
dan Pamong Kal.

Kalurahan 
Sodo

41.628.028         40.396.603         -                          40.396.603    -                            

4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Operasional kegiatan 
Pemerintah Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

60.877.451         53.866.518         -                          10.271.490    43.595.028         

5 Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan kedudukan 
anggota Bamuskal

Kalurahan 
Sodo

61.047.780         61.047.780         -                          56.397.780    4.650.000            

6 Penyediaan Operasional BPD Operasional kegiatan 
Bamuskal

Kalurahan 
Sodo

7.277.000           7.277.000           -                          7.277.000      -                            

7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Insentif RT/RW Kalurahan 
Sodo

46.857.540         46.857.540         -                          2.457.540      44.400.000         

8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang 
bersumber dari Dana Desa

Operasional Pemkal dari 
Dana Desa

Kalurahan 
Sodo

29.850.000         29.850.000         29.850.000        -                       -                            

9 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional 
Pemerintah Desa

Siltap THL Petugas 
Kebersihan

Kalurahan 
Sodo

22.350.000         22.350.000         -                          21.600.000    750.000               

10 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Terpeliharanya Gedung 
Kantor Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

5.100.000           5.075.050           -                          -                       5.075.050            

11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pemb./Rehab Gedung / 
Prasarana Kantor

Kalurahan 
Sodo

53.430.000         48.819.500         48.819.500        -                       -                            

12 Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan 
dinas/operasional

Terpeliharanya 
Kendaraan Dinas

Kalurahan 
Sodo

2.510.000           1.511.500           -                          1.511.500      -                            

13 Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja Tersedianya Peralatan 
Kerja yang memadai

Kalurahan 
Sodo

3.992.414           1.350.000           -                          -                       1.350.000            

14 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Terselenggaranya 
pelayanan administrasi 

Kalurahan 
Sodo

12.210.000         11.299.000         -                          -                       11.299.000         

15 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa Tersusunnya Profil 
Kalurahan yang baik

Kalurahan 
Sodo

2.500.000           2.500.000           -                          -                       2.500.000            

Realisasi Akhir 
Tahun 2025

Ket.
APBKal (Rp)

No Urusan / Kegiatan Keluaran
 Dana Desa 

TABEL III.2
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

 ADD 
 Lain-lain (PAD, 
PBH, PBK, DLL) 

Lokasi
Target Capaian 

Tahun 2025



 
  

16 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin Tersusunnya data 
rumah tangga sasaran

Kalurahan 
Sodo

3.300.000           2.200.000           2.200.000          -                       -                            

17 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, 
Capil, Statistik dan Kearsipan

Terselenggaranya 
pelayanan publik yg baik

Kalurahan 
Sodo

1.200.000           1.200.000           -                          -                       1.200.000            

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 
(RPJMDesa/RKPDesa dll)

Tersusunnya RKP Kal 
dan Review RPJM Kal

Kalurahan 
Sodo

7.850.000           2.535.000           2.535.000,00     -                       -                            

19 Pengembangan Sistem Informasi Desa Tersusunya data potensi 
dan perkembangan kal

Kalurahan 
Sodo

5.950.000           3.000.000           3.000.000,00     -                       -                            

20 Pengisian Perangkat Desa Pengisian Pamong 
Kalurahan (Jagabaya)

Kalurahan 
Sodo

24.115.000         24.115.000         -                          -                       24.115.000         

21 Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur 
Pemerintahan Desa

Penghargaan Purna 
Tugas Jagabaya

Kalurahan 
Sodo

5.090.000           5.090.000           -                          -                       5.090.000            

22 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Administrasi PBB Tanah 
Kas Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

900.000              554.301              -                          -                       554.301               

23 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non 
Formal Milik Desa

Operasional KBM Paud Kalurahan 
Sodo

2.700.000           2.700.000           2.700.000          -                       -                            

24 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, 
Kelas Bumil, Lansia, dll)

Terpenuhinya PMT 
Balita dan Ibu Hamil

Kalurahan 
Sodo

57.600.000         57.600.000         31.800.000                               -           25.800.000 

25 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Kegiatan Kalurahan 
Sehat & Insentif KPM

Kalurahan 
Sodo

19.900.000         17.700.000         8.500.000                                 -             9.200.000 

26 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
(Germas)

Sosialisasi/Penyuluhan 
Kesehatan Masy.

Kalurahan 
Sodo

3.545.000           3.545.000           3.545.000          -                       -                            

27 Insentif kader kesehatan/KB Insentif Kader KB dan 
Kader Kesehatan

Kalurahan 
Sodo

75.600.000         75.600.000         75.600.000        -                       -                            

28 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Pembangunan CRB Jalan 
Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

413.010.000       413.010.000       413.010.000      -                       -                            

29 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan 
Permukiman/Gang 

Pembangunan CRB Jalan 
Permukiman

Kalurahan 
Sodo

211.975.000       211.975.000       61.975.000        -                       150.000.000       

30 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Pemb. prasarana jalan 
yang memadai

Kalurahan 
Sodo

81.405.000         81.405.000         81.405.000        -                       -                            

31 Pemberian Stimulan Jamban Sehat Stimulan Pembungan 
Jamban Sehat

Kalurahan 
Sodo

72.640.000         72.640.000         -                          -                       72.640.000         

32 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan 
Tingkat Desa

Pengembangan 
Kelompok Kesenian

Kalurahan 
Sodo

5.500.000           4.850.000           4.850.000          -                       -                            

Realisasi Akhir 
Tahun 2025

Ket.
APBKal (Rp)

No Urusan / Kegiatan Keluaran
 Dana Desa  ADD 

 Lain-lain (PAD, 
PBH, PBK, DLL) 

Lokasi
Target Capaian 

Tahun 2025



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Operasional Karang Taruna Operasional kegiatan 
Karang Taruna

Kalurahan 
Sodo

2.400.000           -                           -                          -                       -                            

34 Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)Operasional kegiatan 
TKPK Kalurahan

Kalurahan 
Sodo

8.900.000           8.900.000           8.900.000          -                       -                            

35  Operasional LPMD dan/atau LPMD Operasional Kegiatan 
LPMK

Kalurahan 
Sodo

2.400.000           300.000              -                          300.000          -                            

36  Operasional PKK Operasional Kegiatan 
PKK

Kalurahan 
Sodo

2.480.000           2.480.000           -                          -                       2.480.000            

37 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Desa

Peningkatan Kapasitas 
Pamong dan Bamuskal

Kalurahan 
Sodo

7.650.000           7.650.000           -                          -                       7.650.000            

38 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha 
Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peningkatan Kapasitas 
Pengelola BUMDes

Kalurahan 
Sodo

1.895.000           1.895.000           1.895.000          -                       -                            

39 Kegiatan Penanggulangan Bencana Keg. penanggulangan 
bencana

Kalurahan 
Sodo

3.969.960           -                           -                          -                       -                            

40 Penanganan Keadaan Mendesak BLT Dana Desa Kalurahan 
Sodo

54.000.000         54.000.000         54.000.000        -                       -                            

T O T A L 2.048.904.773   1.994.624.978   834.584.500      679.220.899  480.819.579       

Realisasi Akhir 
Tahun 2025

Ket.
APBKal (Rp)

No Urusan / Kegiatan Keluaran
 Dana Desa  ADD 

 Lain-lain (PAD, 
PBH, PBK, DLL) 

Lokasi
Target Capaian 

Tahun 2025



 
 

B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kalurahan 

Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kalurahan Sodo adalah pemenuhan 

kebutuhan dan optimalisasi kegiatan yang bersifat wajib dan prioritas sesuai 

dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2027.  

Adapun kegiatan wajib tersebut antara lain: 

1. Penghasilan tetap Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan; 

2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan 

(BAMUSKAL). 

3. Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, 

dan Staf Pamong Kalurahan; 

4. Biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan; 

5. Operasional/Insentif RT dan RW. 

6. Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Bamuskal, Ketua RW dan 

Ketua RT; 

7. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data 

kemiskinan/Basis Data Terpadu) serta penyelenggaraan muskal penetapan 

DTSEN; 

8. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan 

dan/atau RPJM Kalurahan; 

9. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 

Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan; 

10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilur, Penyaringan dan Penjaringan 

Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal; 

11. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas kalurahan yang dikelola 

oleh pemerintah Kalurahan; 

12. Operasional Forum Desa Siaga/Kalurahan Sehat dan operasional Rumah 

Desa Sehat (RDS), dengan fokus kegiatan pada pembentukan Desa Siaga 

Tuberkulosis (TBC); 

13. Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan 

alokasi dari APBD maupun APBN; 

14. Insentif kader Posyandu; 

15. Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (Fokus pada 

kegiatan penyeenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis yang mendukung program 

Eliminasi AIDS,Tuberkulosis dan Malaria (ATM) ). 

16. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK 

Kalurahan), dengan fokus kegiatan pencapaian target kinerja reformasi 

kalurahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DIY; 

17. Insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari 

APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader 

Pemberdayaan Masyarakat; dan 

18. Kegiatan ketahanan pangan dalam rangka mendukung penurunan stunting 

dan penurunan kemiskinan di kalurahan. 



 
 

Kegiatan prioritas hasil pencermatan RPJM Kalurahan dan sinkronisasi prioritas 

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2027 antara lain: 

1. penyusunan Profil Kalurahan; 

2. penyusunan Monografi Kalurahan; 

3. optimalisasi Sistem Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA); 

4. pemilihan Anggota Bamuskal; 

5. pemilihan Lurah; 

6. updating Data Kemiskinan, Sosial dan Ekonomi serta Pemutakhiran IDM dan 

Pemutakhiran SDGs Desa; 

7. pemberian stimulan jamban sehat dan/atau stimulan bedah rumah/RTLH;  

8. kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting di Kalurahan 

sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting;  

9. kegiatan untuk pengembangan dan fasilitasi Desa Siaga Kesehatan dengan 

fokus pada edukasi, pencegahan dan deteksi pada penyakit AIDS, 

Tuberculosis, Malaria (ATM) dan Penyakit menular lainnya; 

10. kegiatan untuk mendukung program pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dan precursor 

narkotika; 

11. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian 4 target indikator reformasi 

kalurahan; dan 

12. pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga; 

 

Selain kegiatan wajib dan prioritas tersebut, arah pembangunan berdasarkan 

Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kalurahan antara lain sebagai berikut: 

1. Pemenuhan kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan; 

2. Pemeliharaan asset dan sarana prasarana pemerintah kalurahan; 

3. Pembangunan/rehabilitasi kantor dan sarana prasarana pemerintah 

kalurahan; 

4. Pengisian pamong kalurahan; 

5. Pembangunan/rehabilitasi jalan desa dan jalan lingkungan permukiman; 

6. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana jalan; 

7. Pembangunan jembatan; 

8. Pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, tertib, dan 

tentram; 

9. Pengembangan nilai-nilai adat tradisi dan budaya lokal; 

10. Pengembangan potensi kelompok kesenian dan kebudayaan; 

11. Fasilitasi pengembangan kegiatan ekonomi produktif; dan 

12. Pemberdayaan kelompok Perempuan. 

 

 



 
 

BAB IV 

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2027 
 

Sesuai dengan tahapan dan proses yang telah dilaksanakan terkait dengan 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan), maka dapat 

disusun prioritas program kegiatan pembangunan Kalurahan Sodo Tahun 2027 

sebagai berikut: 

 
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

1. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Lurah, Pamong, Staf Pamong Kalurahan, dan 

THL  

2. Penyediaan Jaminan Kesehatan / Sosial bagi Lurah, Pamong, serta Staf 

Pamong Kalurahan  

3. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan  

4. Penyediaan Tunjangan Bamuskal  

5. Penyediaan Jaminaan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota Bamuskal   

6. Penyediaan Operasional Bamuskal  

7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  

8. Penyediaan Jaminaan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RW/RT  

9. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan  

10. Penyusunan Monografi Kalurahan  

11. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran Basis Data Terpadu)

  

12. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan (bersifat reguler)  

13. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  

14. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan  

15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RKP/RPJM Kalurahan)  

16. Pengisian Pamong Kalurahan  

17. Pemilihan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)  

18. Pemilihan Lurah  

19. Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Kalurahan  

20. Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan  

21. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional  

22. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja  

23. Pengadaan Peralatan Kerja  

24. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan  

25. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan  

26. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan  

27. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan  

28. Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang kalurahan  

29. Pengadaan pakaian dinas/seragam      



 
 

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

1. Penyelenggaraan Posyandu   

2. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan  

3. Insentif Kader Kesehatan/KB  

4. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)  

5. Pemberian Stimulan Jamban Sehat dan/atau Bedah Rumah (RTLH)  

6. Penyelenggaraan PAUD Milik Kalurahan  

7. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu  

8. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan  

9. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)  

10. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan  

11. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Kalurahan  

12. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman  

13. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan  

14. Pemeliharaan Gedung Paud milik Kalurahan  

15. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  

        

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

1. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan 

(TKPK Kalurahan)  

2. Operasional Karang Taruna  

3. Operasional LPMK dan/atau LPMP  

4. Operasional PKK  

5. Operasional Posyandu  

6. Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan  

7. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan  

8. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional  

9. Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan  

10. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan  

11. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat 

12. Pembinaan Kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana   

    

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

1. Peningkatan kapasitas Aparatur Kalurahan  

2. Peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Kalurahan   

3. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  

4. Pembangunan/Penyediaan Jaringan Perpipaan Untuk Irigasi Pertanian  

5. Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan  

6. Penyertaan Modal Usaha Kalurahan     

   



 
 

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak 

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana   

2. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Kalurahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

P E N U T U P 
 
 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2027 

merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam peyusunan Anggaran 

Pendapatan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang memuat tentang rencana 

pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan, Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak pada 

Tahun Anggaran 2027. 

RKP Kalurahan telah disusun dengan diawali melalui tahapan Musyawarah 

Kalurahan (Muskal) RKP Kalurahan, Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan, 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangdes) RKP 

Kalurahan, Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kalurahan, dan Penetapan RKP 

Kalurahan dengan Peraturan Kalurahan. Penyusunan RKP Kalurahan tersebut tetap 

mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi, dan 

akuntabilitas sehingga diharapkan RKP Kalurahan sebagai dokumen perencaan 

pembangunan tahunan Kalurahan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas 

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan 

Sodo.  

Demikian RKP Kalurahan Tahun 2027 disusun dengan harapan dapat 

bermanfaat serta dapat digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan 

Pemerintah Kalurahan Sodo Tahun 2027. Untuk itu, diucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan RKP 

Kalurahan ini sehingga dapat berjalan baik. Kritik, saran, dan masukan yang 

sifatnya membangun demi perbaikan kedepan yang selalu kami harapkan. 

 
 

Sodo, 29 September 2026 

  Lurah Sodo 

 
  Ttd 

 
 S U N A R Y A 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























































